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PENETAPAN
Nomor 3070/Pdt.G/2019/PA.Ckr
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DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah memberikan
penetapan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Bekasi 14 Juli 1981, umur 38 tahun,
agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga,
tempat tinggal di Kabupaten Bekasi, dalam hal ini memberikan
kuasa kepada XXX, Para Advokat pada Kantor Advokat dan
Konsultan Hukum, XXX, beralamat di Bekasi, 17567,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 07 November 2019
yang telah didaftar pada Buku Register Surat Kuasa
Pengadilan Agama Cikarang Nomor 413/Adv/11/2020/PA.Ckr,
sebagai Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Bekasi 05 Agustus 1979, umur 40 tahun,
agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan pegawai swasta,
tempat tinggal di Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat.

Namun sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya di wilayah

NKRI (ghaib)., sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat ;
DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 12
November 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama
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Cikarang dengan register perkara Nomor 3070/Pdt.G/2019/PA.Ckr,

mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada
tanggal 13 Februari 2008 diwilayah hukum Kantor Urusan Agama
Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, sebagaimana ternyata
dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 204/44/11/2008, tertanggal 14 Februari
2008;

2. Bahwa setelah perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat tinggal
bersama terakhir di Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat;

3. Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu)
orang anak yang bernama XXX, Laki-laki, lahir di Bekasi, 22 Juni 2015;

4. Bahwa semula keadaan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat
berjalan rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suatu rumah tangga
yang baik, akan tetapi sejak Awal Tahun 2015 antara Penggugat dengan
Tergugat sering terjadi perselisihan secara terus menerus dan sulit untuk di
damaikan dengan penyebabnya yaitu:

1) Tergugat sering bersikap kasar terhadap Penggugat. Dimana Tergugat
sering mengucapkan perkataan yang tidak sepantasnya cenderung
memaki dan menghina terhadap Penggugat ;

2) Tergugat menyuntik alat vital Tergugat sehingga membesar, dimana hal
itu mengakibatkan Penggugat sering mengalami sakit pada perut dan
mengularkan darah pada alat vital Penggugat setelah berhubungan
badan dengan Tergugat;

3) Tergugat sudah 1 (satu) tahun tidak memberikan nafkah terhadap
Penggugat. Sehingga seluruh  kebutuhan ekonomi keluarga
Penggugatlah yang menanggung;

5. Bahwa karena sering terjadi perselisihan tersebut, maka mengakibatkan
rumah tangga Penggugat dengan Tergugat menjadi benar-benar sudah
tidak rukun lagi dan puncaknya pada November tahun 2018 Tergugat pergi
meninggalkan Penggugat, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat
pisah tempat tinggal dan dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat
sudah tidak melakukan hubungan layaknya suami isteri telah terhitung
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kurang lebih 1 (satu) tahun sampai diajukannya gugatan ini, Namun
sekarang Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya di wilayah NKRI;

6. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk mencari keberadaan Tergugat ke
keluarga Tergugat namun keluarga Tergugat tidak mengetahui keberadaan
Tergugat;

7. Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak  tahun
November 2018 dan atau terhitung kurang lebih 1 (satu) tahun dan hingga
saat ini tidak pernah kembali dan tidak diketahui keberadaannya
berdasarkan Surat Pernyataan dan diketahui oleh pihak Desa Karangasih,
Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, tertanggal 05 November
2019, terlampir;

8. Bahwa atas permasalahan tersebut diatas Penggugat sudah tidak sanggup
lagi untuk mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat, apabila tetap
dipertahankan  hanya akan menimbulkan kemudharatan yang
berkepanjangan, oleh karenanya Penggugat telah berketetapan hati untuk
bercerai dengan Tergugat, maka Penggugat mohon agar gugatan ini dapat
di kabulkan;

Berdasarkan kepada apa yang telah diuraikan diatas, maka dengan ini
Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cikarang Cq. Majelis
Hakim untuk, memeriksa, mengadili perkara dan menjatuhkan putusan sebagai
berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;

2. Menjatuhkan talak 1 (satu) bain sughro Tergugat TERGUGAT, terhadap
Penggugat PENGGUGAT;

3. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Cikarang Cg.Majelis Hakim

berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah
menghadap sendiri ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak menghadap dan
tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai Wakil/Kuasa Hukumnya

meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya
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dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya
itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim selama persidangan berlangsung tetap memberikan
nasehat kepada Penggugat dan Tergugat agar mengurungkan keinginannya
untuk bercerai dan mencoba kembali membina rumah tangga yang sakinah,
mawaddah wa rahmabh;

Bahwa dihadapan Majelis Hakim, Penggugat dan Tergugat menyatakan
secara lisan mengajukan permohonan pencabutan perkara yang telah terdaftar
di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang dengan register perkara Nomor
3070/Pdt.G/2019/PA.Ckr dan mohon ditetapkan pencabutan tersebut;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukup ditunjuk kepada
hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini
yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh sebab antara Penggugat dan Tergugat terdapat
hubungan perkawinan sebagai suami istri yang belum pernah putus (bercerai),
maka dapat dinyatakan keduanya memiliki kepentingan hukum untuk bertindak
sebagai pihak dalam perkara ini (persona standi in judicio) dan mempunyai
kualitas untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa bidang perkawinan,
sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun
1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan jo. Pasal 66 / Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang
Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah
ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah dipanggil untuk menghadap ke
persidangan, panggilan tersebut dinilai oleh Majelis Hakim telah dilaksanakan
oleh petugas yang cakap dan dilakukan secara resmi serta patut sesuai dengan

ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan
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Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun
2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun
2009 jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 138
Kompilasi Hukum Islam, atas panggilan tersebut kedua belah pihak berperkara
telah hadir secara pribadi (in person) di persidangan;

Menimbang, berdasarkan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1
Tahun 1974 jo. Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 20086,
terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo.
Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 143 ayat (1)
Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan
cara menasihati Penggugat supaya bersabar dan berupaya supaya rukun
kembali dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat mengajukan
permohonan pencabutan perkaranya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penggugat tersebut, maka
berdasarkan Pasal 271 dan 272 Rv, Majelis Hakim menilai pencabutan tersebut
patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Rv (Reglemen of de Rechtsvordering) yang meskipun
telah dinyatakan tidak berlaku lagi, namun dalam masalah tertentu yang tidak
diatur oleh HIR/RBG, untuk kepentingan beracara (process doelmatigheid) Rv
masih perlu dijadikan landasan pedoman hukum, antara lain mengenai
permasalahan pencabutan perkara yang diatur dengan Pasal 271, dan 272 Ry;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan
tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan dalam
proses persidangan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus
diperhitungkan;

Menimbang, bahwa dalam bidang perkawinan, inklusif di dalamnya
perkara perceraian maka menurut Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7
Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta berdasarkan azas lex spesialis
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drogat lex generalis maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang
jumlahnya seperti tercantum dalam diktum amar putusan ini;
Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta

dalil-dalil syar’i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN
1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat telah selesai karena dicabut ;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah

Rp 211.000,- (dua ratus sebelas ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan
Agama Cikarang pada hari Selasa tanggal 24 Maret 2020 Masehi bertepatan
dengan tanggal 29 Rajab 1441 Hijriah oleh Drs. H. Sayuti sebagai Ketua
Majelis, Muhammad Arif, S.Ag., M.S.l. dan Darda Aristo, S.H.l., M.H., masing-
masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga
dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim
Anggota tersebut, dan didampingi oleh Atun, S.H., M.H. sebagai Panitera
Pengganti, dengan dihadiri Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota, Ketua Majelis,
Muhammad Arif, S.Ag., M.S.I. Drs. H. Sayuti
Hakim Anggota,
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Darda Aristo, S.H.l., M.H.

Panitera Pengganti,

Atun, S.H., M.H.

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran ‘Rp 30.000,00
2. Biaya ATK Perkara :Rp 75.000,00
3. PNBP Panggilan 'Rp 20.000,00
4. Biaya Panggilan :Rp 70.000,00
5. Biaya Redaksi ‘Rp 10.000,00
6. Biaya Meterai :Rp 6.000,00

JUMLAH :Rp 211.000,00

(dua ratus sebelas ribu rupiah).
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